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ABSTRAK 

 Pertumbuhan perekonomian di Indonesia memiliki indikator yaitu pertumbuhan dan 

pendapatan nasional, salah satunya di dalam sektor perbankan. Perbankan dalam 

melakukan kegiatan bisnis memiliki visi dan misi sebagai agen pembangunan yaitu untuk 

meningkatkan pemerataan dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahtraan 

masyarakat. Kota Batam sebagai wilayah perdagangan bebas  memiliki lokasi yang 

strategis didalam peningkatan nasional, sehingga potensi lembaga keuangan memiliki 

peran yang besar dan mendasar untuk kegiatan perekonomian. Perbankan yang ada di Kota 

Batam terdiri dari Bank Konvensinal dan Bank Syariah. Kedudukan dari Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah sepatuthnya bisa memberikan peran dalam perekonomian di Kota Batam 

menngingat kondisi perekonomian di Kota Batam sangatlah berkembang 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan 

gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak, digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yaitu 

perkembangan Bank Pembiayaan Syariah di Kota Batam yang dikaitkan dengan kebijakan-

kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi bisnis perbankan 

syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-

undangan. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang 

Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, bahan hukum 

sekunder berupa studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. 

Sebagai data penunjang peneliti juga melakukan wawancara kepada BP Batam, Pemerintah 

Kota Batam dan 2 BPRS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

perekonomian di Kota Batam sangatlah berkembang namun regulasi mengenai 

perekonomian khususnya di sektor perbankan belum di implementasikan dalam peraturan 

di Kota Batam, khususnya dalam pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kota 

Batam masih menggunakan Peraturan secara umum dan belum diterapkan/dibentuk 

peraturan daerah yang dapat mengakomodir pertumbuhan BPR Syariah. 

 BPR Syariah terdapat 2 BPR Syariah yaitu BPR Syariah Vitka Central dan BPR 

Syarikat Madani. Perlu adanya sosialisasi dan pemahanan untuk masyarakat akan lebih 

memahami dengan paerkembangan BPR Syariah di Kota Batam. Penulis dalam hal ini 

perlu adanya regulasi dari pemerintah Kota Batam untuk dapat mempermudah BPRS& 

mensosialisasikan mengenai manfaat dari produk-produk syariah baik yang dilakukan 

pemerintah maupun perbankan sehingga masyarakat dapat mengatahuinya lebih jelas. 

Kata Kunci : Bank Pembiayaan, Bank Syariah , Perbankan, Perkembangan 

Ekonomi, Bank Pembiayaan Syariah. 
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ABSTRACT 

 

Economic growth in Indonesian has indicators growth and national income, one 

of them is in the bankin sector banking om bussines activities in defiance of a with 

vision and mission as an agent of development for the society. The Batam City as 

a free tarde strategic place in the national. The potential financial institutions have 

a large role and essential to economic activities. Banks in Batam consist of 

conventional banks and sharia banks. The position of a Sariah lender bank should 

be able to give a role in the economy in the city of Batam to improve the economic 

conditions in Batam City which is very developing. 

This study uses descriptive qualitative method is to give an overview of the 

current actual issues based on the facts that seemed used in accordance with the 

problem whice is the focus of research.  The development of sharia financing bank 

in Batam City is associated with central government policy and local government 

in facilitating the busniss of sharia banking. Ths research uses methods of 

conceptual approaches and legislation, the data used is secondary data with primary 

legal materials, namely law No. 21 of 2008 concerning Islamic bangking, Law 

number 46 of 2007 concerning Free Trade Zone and Free Port of Batam, legal 

materials secondary literary studies, and tertiary legal materials in the from a legal 

dictionary. Research also conducted interview to BP Batam, Batam City 

government and two of BPRS. The results of this study indicate that economic 

development in the city of Batam is not yet implemented in the regulation in the 

City of Batam, and still using the rules in general amd also it has not applied 

regional regulations that can accommodate the growth of BPR Sariah.  

The development of the syaria BPR in Batam still has not shown significant 

result because thare are only two sharia BPRS name Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Vitka Central and Bank Prekreditan Rakyat Syariah Madani. Surely this is 

very contrary to the Muslim mayority Batam society. Need For Socialization and 

understanding for the community will better understand the development of BPR 

Syaria in Batam City. 

 
Keyword: Bank Financig, Shariah Bank, Banks, Economic development, Bank 

Syariah Financing 
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